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ABSTRAK 

Judul dari karya ilmiah ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Buruh 

Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis. Di latar belakangi oleh 

Ketentuan dalam hukum yang mengharuskan pekerja/buruh untuk membuat 

perjanjian kerja secara tertulis maupun lisan yang telah diatur di dalam Undang 

Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila pekerja/buruh yang 

telah membuat perjanjian kerja namun bekerja tidak sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah diatur maka pekerja/buruh harus bertanggung jawab atas perjanjian 

kerja yang telah di buat. 

Penelitian ini membahas permasalahan sebagai berikut;  Bagaimanakah 

perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian 

tertulis?  dan apakah bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian 

tertulis?. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Sumatera Selatan  

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

metode Normatif bersifat deskriptif dengan data lapangan sebagai data pendukung 

yaitu dengan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam penulisan karya 

ilmiah ini. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara adalah dalam bekerja 

buruh/pekerja yang membuat perjanjian kerja secara lisan akan menimbulkan 

kurangnya mendapatkan perlindungan hukum bagi buruh/pekerja baik dalam 

sistem pengupahan, keselamatan kerja, kesehatan kerja serta program jaminan 

sosial  tenaga kerja. Sehingga akan menyebabkan status  pekerja/buruh menjadi 

tidak jelas. Ketidakjelasan status ini sewaktu-waktu dapat mengakibatkan 

pekerja/buruh diberhentikan tanpa uang pesangon. Dan Bentuk - bentuk  

pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis (lisan)  salah satu contohnya 

misal;  asisten rumah tangga yang bukan berasal dari penyalur atau agensi, Buruh 

bangunan, dan pekerja toko. Sebaiknya para pengusaha/pemberi kerja sudah 

seharusnya memperhatikan kepentingan para pekerja/buruh dalam membuat 

perjanjian kerja. Sebaiknya perjanjian kerja tidak dibuat secara lisan karena akan 

mengakibatkan kerugian bagi pemberi kerja/pengusaha itu sendiri. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perjanjian kerja 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. “Berdasarkan ketentuan 

pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2013, pekerja/buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan  menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.1 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para 

pekerjanya, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling 

membutuhkan, disisi lain pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat 

mereka bekerja, perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber 

daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya. 

Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan-perusahaan 

adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. 

Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja 

dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai  peran yang 

penting.

                                                             
1 Wijayanti Asri, 2016,  Hukum Ketenagakerjaan Pasca 

Reformasi, Jakarta, Sinar Grafika,  hlm.1.   
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 “Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa 

jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan”.2 

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang 

tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah 

perburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur 

dengan ketentuan Undang Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-

Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 Undang Undang ini 

diganti dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1997 tentang 

Ketenagakerjaan. 

“Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang 

merupakan terjemahan dari arbeidsrechts. Terdapat beberapa pendapat 

atau batasan tentang pengertian hukum perburuhan. Molenaar 

memberikan batasan arbeidsrechts adalah bagian dari hukum yang 

berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan 

majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan 

penguasa”.3 

“Menurut Mr. MG Levenbacht, arbeidsrechts sebagai suatu yang 

meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu”.4 

“Imam soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan 

                                                             
2 L. Husni, Perlindungan Buruh (Arbdsbescherming), dalam Zainal 

Asikin, dkk, 1997, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 75. 
  
3 Soepomo Iman, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, 

Jakarta, hlm, 1. 

  
4 Ibid.,hlm 2.  
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adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang  

berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain 

dengan menerima upah”.5 

Selanjutnya penerimaan upah bagi buruh merupakan konssekuensi 

buruh yang telah menyerahkan tenaganya untuk bekerja. Upah merupakan 

hak buruh setelah mereka melakukan pekerjaannya, kebalikan pemberian 

upah dalam hubungan kerja adalah adanya kewajiban majikan atau 

pemberi kerja untuk memberi pekerjaan. Adanya kewajiban pemberi upah 

berarti dapat ditafsirkan adanya kewajiban untuk memberikan pekerjaan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang Undang No. 13 

Tahun 2003. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah.  

Perlindungaan hukum terhadap tenaga kerja terjadi karena adanya 

suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini 

lahir karena adanya perjanjian kerja. Pasal 1 Angka 15 Undang Undang 

No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 

perjanjiann kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.  

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu 

perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah 

                                                             
5 Ibid.,hlm. 3  
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suatu recht handeling yang suatu perbuatan dimana oleh orang – orang 

bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian, 

suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para 

pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak 

dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai 

bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya. 

“Selain itu menurut Wirjono Prodjodikoro tentang perjanjian, 

menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai 

harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji 

atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak 

melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut 

pelaksaan janji tersebut”.6 

 

Perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan harus 

memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik secara subjektif 

maupun secara objektif sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU No. 13 

Tahun 2003.  

“Apabila pekerja dan pengusaha dalam mengadakan perjanjian 

kerja telah memenuhi syarat-syarat tersebut artinya mereka telah 

mengikatkan dirinya antara yang satu dengan yang lainnya, 

konsekuensi dari hal terssebut adalah pekerja dan pengusaha harus 

mentaati perjanjian yang telah mereka buat dengan menjalankan 

kewajibannya maka harus bertanggung jawab”.7  

 

Berdasarkan uraian diatas, ternyata masih banyak dijumpai suatu 

pihak atau badan hukum yang memperkerjakan tenaga kerja tidak 

berdasarkan perjanjian kerja. Dan penulis tertarik untuk membahas secara 

singkat dan sederhana tentang hukum perburuhan dan perlindungan 

                                                             
6 Windari Ratna Artha, 2014, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, hlm.2.   
 
7 Wijayanti Asri, Op.Cit., hlm. 42  
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hukum terhadap pekerja serta perjanian yang dilakukan secara tertulis 

maupun lisan, dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

BURUH YANG BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN 

TERTULIS. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja 

Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis? 

2. Apakah  Bentuk – Bentuk Pekerjaan Yang Tidak Berdasarkan 

Perjanjian Tertulis? 

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah 

dengan menitikberatkan perhatian pada Perlindungan Hukum Terhadap 

Buruh Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis, dengan 

mengambil lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

(DISNAKERTRANS) Prrovinsi  Sumatera Selatan, dan tidak menyangkut 

kemungkinan untuk juga membahas hal – hal lain yang berhubungan 

dengan permasalahan. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan : 

1. Perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja tidak berdasarkan 

perjanjian tertulis. 

2. Bentuk – bentuk pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan, 

yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater. 

D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa : 

     “Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan 

diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun 

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini 

dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum 

dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi 

operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna 

variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai 

contoh, judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut 

Undang – Undang NO. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, 

dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah 

haji”.8 

                                                             
8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, Buku 

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Palembang, Palembang, hlm. 5. 
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 Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini 

perlu dikemukakan beberapa definisi opersional sehubungan dengan 

istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain. 

1. Perlindungan hukum, adalah “segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi 

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian 

dari perlindungan perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, 

pelayanan medis, dan bantuan hukum”.9 

2. Buruh/pekerja,  adalah “tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik 

dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang secara 

kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas”.10 

3. Perjanjian, Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

4. Perjanjian tertulis adalah “perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam 

bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi akta 

dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan 

akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. 

Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu 

                                                             
9 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, 

Jakarta, hlm. 133. 

 
10 Soepomo Iman, Op. Cit., hlm. 26.  
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perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam 

bentuk formulir”.11 

5. Perjanjian Lisan, menurut Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian lisan 

berarti perjanjian yang dibuat anatara kedua belah pihaknya cukup 

dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan 

tersebut maka perjanjian telah terjadi. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja 

Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 

Yang Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis, sehingga tidak menguji 

hipotesa. 

2. Jenis data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara : 

 

 

                                                             
11 Salim H.S, 2005, Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan 

Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18 
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a. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara  dengan pihak – pihak terkait, 

antara lain, Kepala Dinas dan Staf Karyawan DISNAKERTRANS 

Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang – 

undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil 

penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah 

ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus 

Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, 

ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan 

penelitian ini. 

4. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikontruksikan 

secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu; 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini disajikan tinjauan tentang perjanjian, tinjauan 

tentang perjanjiian kerja dan tinjauan tentang perlindungan hukum 

terhdadap pekerja/buruh. 

BAB III PEMBAHASAN 

 Pada bab ini membahas mengenai pelindungan hukum 

terhadap buruh yang  bekerja tidak berdasarkan perjanjian tertulis dan 

bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis. 

BAB IV PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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